PEMERINTAH KABUPATEN KAPUASHULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUASHULU
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KAPUASHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUASHULU,

abahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengerabhang
perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya gangotensi
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangkanfbahan
Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

b bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten KaHués dalam
upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaberaih kepada
masyarakat Kota Putussibau dan sekitarnya, menaaridana untuk
perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;

c. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaarab#@er Minum
Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapludsg perlu
melakukan Penyertaan Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdksun huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Perataerah ;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetdpdang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembantllaerah
Tingkat Il di Kalimantan ( Lembaran Negara Republitdonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembbliegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahamhlazan
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusabasmah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 dforhO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®r)2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaridegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&f)4



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaima

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahOd 28omor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@tafs 4

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara likejnalonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara dRkpu
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbera Dy

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoRB®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ior)4

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemanksa

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dramblegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangste®i

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran raNdg@publik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembblegara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yaaghierdengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NeBapublik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintaleeralD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NodRs5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentangdP@angan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Réjpuidlonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgyeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik niesia Tahur
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara pulbli&
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangdpnian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemeDathh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nodf®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@B

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1%8#ang Tata

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dadualglkdingan
Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TalR®6 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdudyagan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 TaR®6 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Namdiahun 1991
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ndorahun 1996
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daeragkdi I
Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nd&ndiahun 2005
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 1 TahuhO 2@ntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amggad.0;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUASHULU
dan
BUPATI KAPUASHULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KAPUASHULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan ipgghan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembadtragan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara KesatuguliRk Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repholdnesia Tahun 1945.



Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dastaagai unsur
penyelenggara Pemerintahan.

Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat DPRD

(1)

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatena&gdulu.
Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam mekgertaodal daerah
pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modah adeh pihak
ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dankateayaan daerah
(yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai denganguseperti tanah,
bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-suratapgah fasilitas dan hak
— hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang mekawa kekayaan
daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut MDAdalah
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjdisyegkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daanghdybahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DRRD, ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB I1
TUJUAN

Pasal 2
Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkap@tumbuhan
ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daesalia
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidamyegiaan air

minum.



(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud padaBHyRenyertaan
Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonmerusahaan

(profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakati@l Oriented).

BAB I11
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan peraremaodal ke dalam
modal PDAM dengan rincian sebagai berikut :

(1) Sampai dengan 31 Desember 2009 sebe$p. 17.182.000.000,00
(Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
(2) Untuk Tahun Anggaran 2010 sebeRg2.000.000.000,00 (Dua Milyar

Rupiah).

(3) Untuk Tahun Anggaran 2011 sebeBg@2.000.000.000,00 (Dua Milyar
Rupiah).

(4) Untuk Tahun Anggaran 2012 sebeBRar2.000.000.000,00 (Dua Milyar
Rupiah).

Pasal 4
Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyemadal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daemghdygisahkan.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5

(1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimarmésddndalam
Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuak Hahun
Anggaran berkenaan.



